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MOTTO

"Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan kedurhakaannya, hendaklah
kamu beri nasehat, dan kamu tinggalkanlah mereka sendirian ditempat berbaring,
dan kamu pukullah mereka (tetapi dengan pukulan yang tidak menyakiti badan),

Jika mereka taat kepadamu, janganlah kamu cari jalan untuk menganiayanya™

*) Terjemahan Surat An - Nisa’ ayat 34
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RINGKASAN

Manusia adalah makhluk sosial, yang saling membutuhkan antara satu
dengan yang lainnya guna memenuhi kebutuhan dan mempertahankan
kelangsungan hidupnya. Salah satu kebutuhan manusia adalah untuk membentuk
keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa yang merupakan cita-cita ideal kehidupan keluarga. Namun demikian
suatu kehendak untuk dapat hidup dalam keluarga bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa terkadang menemui hambatan, yang akan berakibat
adanya disharmonisasi dalam kehidupan keluarga.

Didalam masyarakat banyak terjadi suatu perkawinan yang berakhir
dengan suatu perceraian dan dampaknya hal itu terjadi secara mudah, bahkan ada
kalanya banyak perceraian terjadi karena kesewenang-wenangan pihak laki-laki,
karena perempuan lebih banyak menerima atau tidak banyak menuntut ketika
suami bertindak diluar batas, seperti melakukan tindakan penganiayaan dalam
menyelesaikan suatu permasalahan. Untuk kekejaman atau penganiayaan yang
terjadi, sering kali dilakukan oleh suami terhadap isteri dan akibat dari tindakan
ini akan menimbulkan trauma fisik dan psikologis bagi isten. Hal im dapat
digunakan oleh isteri dalam mengajukan gugatan perceraian dengan alasan
penganiayaan pada Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas
persolan tersebut dengan judul "Kajian Yuridis Tentang Penganiayanan Dalam
Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan
Agama Jember Nomor 2633/Pdt.G/2005/PA.Jr).

Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang apa sajakah
kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perceraian
dengan alasan penganiayaan dalam rumah tangga dan bagaimanakah proses
pembuktian dari perkara perceraian dengan alasan penganiayaan dalam rumah
tangga pada Pengadilan Agama Jember.

Tujuan penulisan ini secara umum, untuk memenuhi tugas scbagai

persyaratan yang telah ditentukan guna merath gelar Sarjana Hukum pada

xiit
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Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai referensi bagi masyarakat umum
dalam menambah wawasan mengenai perceraian dengan alasan penganiayaan
dalam rumah tangga dan sebagai pembanding untuk karya ilmiah Fakultas Hukum
angkatan berikutnva Tujuan khususnya untuk menjawab rumusan masalah yang
telah ditetapkan.

Penyusunan skripsi ini menggugnakan metode pendekatan yuridis
normatif yang didukung dengan fakta empiris, sumber bahan hukum
menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum
terdiri dari studi pustaka dan wawancara Analisis bahan hukum dan permasalahan
digunakan dengan menggunakan deskriptif kualitatif yang selanjutnya ditarik
suatu kesimpulan dengan metode deduktif

Kesimpulan mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa
dan memutus perkara perceraian dengan alasan penganiayaan dalam perkara
Nomor 2633/Pdt.G/2005/PA Jr adalah tetap merupakan kewenangan vang harus
diperiksa dan diputus didepan persidangan dengan disertakan salinan putusan
Pengadilan Umum yang inkracht. Proses pembuktian perkara perceraian dengan
alasan penganiayaan, Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan dalam
proses pembuktian tindak pengamiayaannya, Pengadilan Agama hanya memproses
perkara berdasarkan alat bukti vang dijadikan sebagai dasar gugatan perceraian
dengan alasan penganiayaan yaitu berupa salinan putusan Pengadilan Umum yang
telah inkrachr,

Saran-saran yang diberikan oleh penyusun ditujukan bagi para praktisi
hukum yang mengadili dan memutus perkara perceraian dengan alasan
pengamiayaan dalam rumah langga harus lebih jeli dalam memilah
kewenangannya, Sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar memenuhi Legal
Justice (keadilan hukum) dan Social Justice (keadilan sosial), dan hakim dapat
menjatuhkan putusan terhadap perkara nomor 2633/Pdt.G/2005/PA Jr, bukanlah
perceraian dengan alasan pengamayaan akan tetapi perselisihan terus menerus,
karena bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tidak menunjukkan adanya
penganiayaan berat.

‘;f—_
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Aristoteles scorang filsafat yunani, permah berkata bahwa manusia 1t
adalah zoon politicion yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama
dan kemudian berorganisasi (Lili Rasjidi, 1991:1). Hal tersebut merupakan ciri
makhluk sosial yang saling membutuhkan antar satu dengan yang lainnya guna
memenuhi kebutuhannya dan mempertahankan kelangsungan hidup. Salah satu
realisasi dani sifat zoon politicion ini adalah pembentukan keluarga, dimana
pembentukan keluarga ini diawali dengan suatu peristiwa yang disebut dengan
perkawinan.

Pasal 1| Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menerangkan bahwa
perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita
sebagai suami isteni dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) vang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir batin
merupakan hal yang penting dan suatu perkawinan. Undang-Undang Nomor |
Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa tujuan perkawinan bukanlah
semata-mata untuk memenuhi hawa nafsu perkawinan saja, hal ini dipandang
sebagai usaha mewujudkan kehidupan vang kekal dan bahagia berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan cita-cita ideal kehidupan keluarga.
Namun tidak selamanya suatu cita-cita ideal dapat diwujudkan dengan mulus
begitu saja, demikian juga dengan perkawinan. Upaya mewujudkan keluarga yang
kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa terkadang menemui
hambatan yang akan berakibat adanya disharmomsasi kehidupan keluarga sampai
akibat yang paling “buruk”™ vaitu Perceraian

Perceraian merupakan bagian dani Perkawinan, tidak ada perceraian tanpa
adanya suatu perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan itu sendin merupakan awal
kehidupan bersama, sedangkan percermian merupakan akhir kehidupan bersama
antara suami-isteri. Seperti yang telah diketshui bahwa tidak selalu tujuan
perkawinan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan cita-cita, walaupun telah
diusahakan sedemikian rupa, bahkan scbaliknya tidak terdapatnya kesempatan
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atau kerukunan antara suami-isteri dapat menimbulkan permusuhan antara
keduanya atau terhadap kerabat masing-masing walaupun telah diusahakan
dengan sungguh-sungguh untuk menghindarinya.

Perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Jjuga dalam
Kompilasi Hukum Islam, Dalam peraturan-peraturan tersebut yang mengatur dan
memberikan izin tentang perceraian dengan alasan-alasan tertentu. Pembolehan
izin ini merupakan ketentuan logis guna mengantisipasi apabila ternyata didalam
perkawinan tersebut tidak mendatangkan kebahagiaan bagi suami-isteri. Namun
demikian, pembolehan perceraian merupakan izin bersyarat artinya ada syarat-
syarat tertentu yang merupakan syarat pemberat. Hal ini dilakukan karena
sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 tentang Perkawinan,
didalam masyarakat banyak terjadi suatu perkawinan yang berakhir dengan suatu
perceraian dan dampaknya hal itu terjadi secara mudah, bahkan ada kalanya
banyak terjadi perceraian karena kesewenang-wenangan pihak laki-laki sedangkan
Jika 1stri ingin menceraikan suami tidak semudah itu. Hal inilah yang
menimbulkan suatu diskriminasi atas kedudukan perempuan dan laki-laki, karena
perempuan cenderung lebih banyak menerima atau tidak banyak menuntut ketika
suami bertindak di luar batas seperti melakukan tindakan penganiayaan dalam
menyelesaikan suatu permasalahan,

Alasan penganiayaan ini diatur dalam Pasal 19 huruf d Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam,
yang menyebutkan bahwa “Perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak
melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”,
Pasal ini tidak menjelaskan secara rinci tentang penganiayaan yang dimaksud
begitu juga dengan Undang-Undang yang lain, sehingga kurang memahami
tentang bentuk-bentuk penganiayaan vang dimaksud dalam Perundang-Undangan
itu. Kekejaman atau penganiayaan yang terjadi sering kali dilakukan oleh suami
terhadap isteri, yang menimbulkan trauma fisik dan psikologis bagi korban.
Disamping itu hakim dalam mengambil keputusan jarang menggunakan alasan-
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alasan perceraian yang telah tercantum dalam Peraturan yang ada tetapi sering kali
hakim menjatuhkan putusan dengan alasan perselisihan atau pertengkaran, untuk
mempermudah pengambilan putusan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk
membahas masalah perceraian dengan alasan penganiayaan dengan judul
“KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGANIAYAAN DALAM RUMAH
TANGGA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (Studi Putusan Pengadilan

Agama Jember Nomor. 2633/Pdt.G/2005/PA.Jr)

1.2 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam penulisan skripsi dengan judul KAJIAN
YURIDIS TENTANG PENGANIAYAAN DALAM RUMAH TANGGA
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember
Nomor.2633/Pdt.G/2005/PA.Jr) adalah melakukan pembahasan mengenai
Penganiayaan yang dijadikan alasan untuk Perceraian sesuai dengan studi yang
dilakukan penulis pada Pengadilan Agama Jember.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan
masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Apa sajakah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jember dalam
memeriksa dan memutus perceraian dengan alasan penganiayaan dalam rumah
tangga?

2. Bagaimanakah proses pembuktian dari perkara penganiayaan dalam rumah
tangga sebagai alasan perceraian pada Pengadilan Agama Jember?

1.4 Tujuan Penulisan
Penulis dalam penulisan skripsi ini, mempunyai tujuan yang dibedakan

menjadi tujuan umum dan tujuan khusus,
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1.4.1 Tujuan Umum
Tujuan penulisan skripsi ini adalah tujuan yang bersifat akademis, yaitu:

1. Untuk memenuhi sebagian dan syarat-syarat dan tugas akademis yang bersifat
mutlak, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember;

2, Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu vyang telah diperoleh
diperkuliahan dan sumbangan pada Alma Mater tercinta;

3. Sebagai salah satu media untuk melatih diri mengembangkan dan menganalisa
masalah dalam bentuk skripsi sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan
penulisan di masa-masa yang akan datang

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan penulisan skripsi ini secara khusus sebagai berikut:

l. Untuk mengetahui dan mengka)i tentang kewenangan Pengadilan Agama
Jember dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan pengamayaan
dalam rumah tangga,

2. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai proses pembuktian dan perkara
penganiayaan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian pada Pengadilan
Agama Jember

1.5 Metode Penulisan

Metode adalah cara untuk menemukan kebenaran. Metode penulisan
hukum adalah cara yang digunakan dalam tlmu hukum untuk menemukan
kebenaran hukum. Kebenaran hukum adalah substansi yuridis yang secara
normatif terkandung dalam hukum, baik dalam hukum tertulis maupun tidak
tertulis. Didalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yang sesuai dangan
objek studi, sebab nilai ilmiah suatu penulisan skripsi tidak terlepas dari metode
yang dipergunakan. Metode yang penulis maksud berupa pendekatan masalah,
sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan
hukum yang ada.
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I.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan secara
yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan
mengkaji suatu peraturan Perundang-Undangan, yurisprudensi, teori-teori hukum,
yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan
pemecahan masalah (Soemitro, 1990:10), Didukung dengan fakta empiris yaitu
pendekatan masalah dengan melakukan wawancara secara langsung dengan
pthak-pihak yang terkait guna mendukung skripsi ini
1.5.2 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri
atas dua bahan hukum, yaitu-
A, Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
sumber hukum primer vaitu bahan hukum yang tertulis yang merupakan sumber
bahan hukum yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu dari
literatur, dokumen resmi, situs-situs internet serta berbagai peraturan Perundang-
Undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas
b. Bahan Hukum Sekunder

Disamping menggunakan sumber bahan hukum primer, penulis juga
menggunakan sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak
tertulis dan diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu hasil konsultasi, wawancara.
dan informasi tentang masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, Sumber
bahan ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Bapak Arfan
Muhammad, SH, MHum dan Bapak Sulhan, SH, MH selaku hakim
Pengadilan Agama Jember.

1.6 Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Dalam rangka melakukan kegiatan pengumpulan bahan hukum
menggunakan prosedur vang dilakukan dengan dua cara vaitu:
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1.6.1 Studi Pustaka

Studi kepustakaan merupakan cara pengumpulan bahan hukum untuk
mendapatkan bahan hukum primer, dengan mempelajan literatur, menelusun
peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yurisprudensi yang berkaitan
dengan permasalahan yang diteliti untuk memperoleh gambaran jelas dalam
menyusun skripsi ini (Soemitro, 1990:98).
1.6.2 Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara melakukan penelitian lapangan
untuk memperoleh bahan hukum yang bersifat sekunder. Bahan hukum ini
diperoleh melalui tanya jawab dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini adalah
dan hasil wawancara langsung dengan Bapak Arfan Muhammad, SH, M. Hum.
dan Bapak Sulhan, S H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Jember.

1.7 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah
analisis secara desknpuf kualitanf, vaitu cara untuk memperoleh gambaran
singkat suatu masalah yang tidak didasarkan atas suatu nilai-nilai aritmatika, akan
tetapt berdasarkan pada kaedah atau norma-norma yang berlaku. Hasil analisis
bahan hukum ini kemudian ditarik atan diambil kesimpulan dengan
mempergunakan metode deduktif, yaitu suatu metode analisa yang berangkat dan
pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus. Hal
ini dapat diartikan sebagai cara pembahasan yang dimulai danri permasalahan vang
bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus (Soemitro, 1990:98),
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BAB 2, FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta Hukum

Bahwa Pamungkas Indriyati selaku Penggugat, umur 39 tahun, agama
Islam yang bertempat tinggal di Jalan Mujair Nomor 2 Puskesmas Sukorambi
Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember mengajukan gugatan
perceraian kepada Tergugat Hari Purwanto, umur 45 tahun, agama Islam yang
bertempat tinggal di Perum Bumi Mangli Permai Blok G-20 Kelurahan Mangli,
Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember yang diajukan pada Pengadilan Agama
Jember dengan Nomor perkara 2633/Pdt.G/2005/PA Jr. dengan mengajukan dalil-
dalil yaitu :

Bahwa pada mulanya dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
yang berjalan sekitar 16 (enam belas) tahun berdasarkan Akta Nikah Nomor
77/22/N11/1989 pada tanggal 10 Juli 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kodya Magelang, berjalan dengan baik layaknya kehidupan keluarga yang
lain, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Caesar Augusta
Pratiwi yang berusia 15 (lima belas) tahun dan Galih Jaya Tirta yang berusia 14
(empat belas) tahun. Akan tetapi dalam perjalanan rumah tangga mereka, sekitar
bulan Juni 2005 yang lalu keadaan rumah tangga mereka mulai goyah. Sering kali
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu
karena faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, dan ringan tangan. Disamping itu
Penggugat dalam waktu yang bersamaan telah resmi diberhentikan dan
pekerjaannya pada sebuah Instansi Pemerintahan, hal ini dikarenakan Tergugat
sering main perempuan.

Sejak resmi diberhentikan dari pekerjaannya Tergugat tidak pernah lagi
memberikan nafkah kepada Penggugat. Akan tetapi Penggugat tetap sabar
memberikan dorongan kepada Tergugat dalam segala hal, hingga pada suatu
ketika Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mencari lapangan pekerjaan
baru, akan tetapi Tergugat jika dituntut untuk mencari pekerjaan selalu marah
bahkan sering kali disertai dengan penganiayaan. Hal inilah yang menyebabkan
retaknya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hingga pada akhirnya
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perselisihan dan pertengakaran dalam rumah tangga mereka mulai memuncak.
Hingga pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama
akan tetapi dengan seijin Penggugat. Bersamaan dengan kejadian tersebut
Tergugat juga melakukan suatu tindak pidana penipuan terhadap orang lain, yang
kemudian Tergugat harus berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Jember.

Dari kejadian demi kejadian tersebut diatas yang dialami oleh Penggugat,
maka Penggugat mengalami penderitaan lahir batin yang berkepanjangan. Akan
tetapi sejak semula Penggugat tetap berusaha mempertahankan keadaan rumah
tangganya namun tidak pernah memberikan hasil yang diharapkan, hingga pada
akhirnya Penggugat merasa sudah tidak mempu lagi untuk melanjutkan rumah
tangga yang telah dibina bersama Tergugat sclama 16 (Enam belas) Tahun
tersebut. Hingga pada akhirnya Penggugat mengajukan permohonan gugatan
perceraian pada Pengadilan Agama Jember.

Atas dasar alasan-alasan diatas dan untuk menguatkan dalil-dalil dari
Penggugat, maka ia mengajukan bukti-bukti surat maupun bukti saksi. Bukti surat
diantaranya adalah :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 77/22/VII/1989 tanggal 10 Juli 1989
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara,
Kodya Magelang (P.1),

Foto copy Surat Pemberitahuan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian
Nomor 606/BAPEK/S.1/2003 yang diterbitkan oleh Sekretaris Badan
Pertimbangan Kepegawaian (P.2),

ra

3, Asli Surat Tanda Pernyataan yang ditandatangani oleh Hari Purwanto (P.3),

4. Asli Surat dan Puskesmas Sukorambi yang ditujukan kepada Kepala Dinas
Kesehatan Jember Nomor 800/048/436.317.23/2004 tanggal 9 Jum 2004
(P.4),

5. Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor Polisi LP/K/06/VII/2005 Polsek
tanggal 19 Juli 2005;

6, Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor Polist
SPP/43/1X/2005/RESKRIM, tanggal 4 September 2005 (P.6),
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7. Asli Surat Perintah Penahanan Nomor Polisi SPP/43/IX/2005/RESKRIM,
tanggal 4 September 2005 (P.7).

Bukti Saksi diantaranya adalah :

a. Tugas Heru Purwanto bin Sumarmo, umur 48 tahun, selaku kakak ipar
Penggugat. Akan tetapi saksi pertama tidak mengetahui persis tentang
penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat,
akan tetapi saksi selaku keluarga dekat Penggugat sudah berusaha untuk dapat
merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil;

b, Misni bin P.Saino, umur 64 tahun, selaku telangga dan Penggugat dan
Tergugat. Menurut saksi yang menjadi penyebab dari perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus saksi kurang tahu persis akan tetapt menurut
saksi jika bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat dan dalam hal ini
saksi kedua juga berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas maka Penggugat,
memohon kepada Pengadilan Agama Jember agar mengabulkan gugatannya,
dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat Hari Purwanto bin

Socharto terhadap Penggugat Pamungkas Indriyati binti Samsi Darmo Sumitro.

Setelah memimbang atas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, maka

Hakim Pengadilan Agama Jember memutuskan, bahwa berdasarkan hal-hal diatas

menjadi patut menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah.

Sebagai akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus

menerus, rumah tangganya tidak ada keharmomsan lagi dan amat sulit

dipertahankan untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana mestinya,
sehingga telah terbukti tidak melawan hukum dan sebagai alasan Penggugat untuk
bercerai berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo

Pasal 19 huruf d dan f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116

huruf d dan f, Kompilasi Hukum Islam (Vide Yunsprudensi Mahkamah Agung

Nomor 38K/AG/1990).
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2.2, Dasar Hukum

1.

Dasar hukum yang penulis gunakan adalah :
Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 tentang Perkawinan
Pasal 39 ayat 2, yang berbunyi :

" Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami
isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteni”™.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
a. Pasal 19 huruf d yang berbunyi :

"Perceraian dapat terjadi karena alasan Salah satu pihak melakukan
kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain™

b. Pasal 19 huruf f yang berbunyi :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami
isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

c. Pasal 22 ayat 2, yang berbunyi :

"Gugatan dapat ditennma apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan
mengenai  sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah
mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri
itu".

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang terdin dani :

a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 18 K/Sip/1956 tanggal 25 mei 1957,
yang berbunyi
"Apabila dalam suatu perkara perdata salah satu pthak mengajukan
putusan pidana untuk membuktikan sesuatu, pihak lawan harus diber
kesempatan untuk mengajukan bukt balasan tetapi dalam hal im
pemberian bukti balasan tersebut tidaklah perlu karena fakta-faktanya
terang dan tidak merupakan perselisihan™.
b, Putusan Mahkamah Agung Nomor 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember
1972, yang berbuny: .
"Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan yang lainnya tetapi
masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak boleh

digabungkan™.
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¢. Putusan Mahkamah Agung Nomor 199 K/Sip/1973 tanggal 27 November
1975, yang berbunyi :

"Suatu putusan hakim pidana mempunyai kekuatan bukti yang
sempurna dalam perkara perdata, baik terhadap orang yang dihukum pada
putusan hakim pidana maupun terhadap pihak ketiga, dengan
memperbolehkan adanya pembuktian perlawanan”.

4, Kompilasi Hukum Islam
a. Pasal 115 yang berbunyi :

"Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama
setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak”,

b. Pasal 116 huruf d yang berbunyi :

"Salah satu pihak melakukan kekejaman/pengamayaan berat yang

membahayakan pithak yang lain”,
c. Pasal 116 huruf f yang berbunyi :

"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisthan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

"

tangga

2.3. Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Perkawinan dan Sahnya Perkawinan
a. Pengertian Perkawinan

Dilihat dari sudut bahasa atau simatik, kata Perkawinan berasal dan kata
"kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa arab “nikah”. Kata nikah
mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (haqigat) dan arti
kiasan (majaz). Dalam pengertian yang sebenarnya nikah itu adalah berkumpul,
sedangkan dalam arti kiasan ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal
hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dengan seorang wanita,
Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk meningkatkan diri dalam perkawinan
antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan
kekal (Moh. Idris Ramulyo, 1996:1),
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Pada umumnya menurut hukum agama, Perkawinan adalah perbuatan
yang suci yaitu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan ajaran
Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga berjalan
dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing (Hilman
Hadikusuma,1990:10), Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan
bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan lahiriyah dan batiniyah dalam ikatan perkawinan mempunyai gerak
langkah yang sama dalam karya dan do’a sehingga rumah tangga akan hidup
rukun dan damai, jika antara suami isteri tersebut berjalan seiring dengan arah dan
tujuan yang sama. Jika perjalanan hidup berumah tangga sejak semula sudah
berbeda batiniyahnya maka suatu saat perpisahanpun akan selalu mengancam,
oleh karena itu rumah tangga yang baik hendaknya sejak semula sudah dalam
bahtera hidup yang sama lahir dan batin (Hilman Hadikusuma,1990:11),

Ikatan Perkawinan yang terjadi antara suami dan isteri bertujuan untuk
membentuk rumah tangga yang bahagia dengan ikatan yang kekal atau langgeng
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa lkatan yang langgeng itu untuk
menumbuhkan kesejahteraan keturunannya dan mendorong kesucian cinta kasih
terhadap suami dan isteri. Dan sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia
diciptakan hidup didunia dengan berpasang-pasangan antara dua makhluk yang
berlainan jenis. Maka lahirlah dengan yang disebut “Perkawinan”, yang
merupakan suatu ikatan suci lahir batin yang memiliki unsur agama atau
Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah hukum alam (sunatullah), didunia
perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan

Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah Perkawinan yang mempunya
akibat terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan
setelah terjadinya ikatan pekawinan, maka timbullah hak-hak kewajiban orang tua
termasuk juga anggota keluarga atau bahkan kerabat. Menurut hukum adat
setempat yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan kelanggengan dari kehidupan
anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan (Hilman Hadikusuma,1990:28).
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Dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat azas-azas mengenai
perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah
disesuaikan dengan perkembangan zaman. Adapun azas-azas yang terkandung
dalam Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut :

a. Azas Sukarela;
Undang-Undang menentukan dalam perkawinan harus didasarkan atas
persetujuan kedua calon mempelai, oleh karena perkawinan mempunyai
maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia
dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka suatu perkawinan harus ada
persetujuan dari calon suami isteri tanpa ada paksaan dan pihak manapun, jadi
disini menjamin tentang tidak adanya kawin paksa.

b. Partisipasi Keluarga,
Anak yang sudah mencapai umur perkawinan dipandang sudah dewasa. la
dianggap mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat menentukan
nasibnya sendiri, tetapi karena merupakan suatu penistiwa penting dalam
kehidupan seseorang karena ia akan menginjak kehidupan baru untuk
membentuk keluarga sebagai unit terkecil dan keluarga besar bangsa
Indonesia yang religius dan kekeluargaan maka diperlukan partisipasi darn
keluarganya untuk merestui perkawinan tersebut,

¢. Perceraian dipersulit;
Perceraian tidak perlu digunakan kecuali dalam keadaan yang benar-benar
kritis. Penggunaan cerai tanpa kendali dapat merugikan berbagai pihak,
disamping kedua belah pihak juga anak-anaknya dan lebih luas lagi akan
masyarakat pada umumnya.

d. Poligami dibatasi secara ketat,
Sistem perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan kita adalah
monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan. Karena
hukum dan agama dari yang bersangkutan itu mengijinkan maka seorang
suami dapat beristeri lebih dari seorang. Perkawinan dengan lebih dari seorang
isteri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya
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dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai syarat tertentu dan diputus oleh
Pengadilan.

e. Kematangan calon mempelai,
Undang-Undang Perkawinan im1 menganut prinsip bahwa calon suami isteri
harus telah matang jasmanai dan rohaninya untuk melangsungkan perkawinan
agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan
yang baik dan schat Undang-Undang menentukan batas umur untuk
melakukan pekawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
Tetapi dalam keadaan yang sangat mendesak perkawinan dibawah umur
tersebut dimungkinkan setelah mendapat dispensasi dan Pengadilan atas
permintaan orang tua.

f. Memperbaiki derajat kaum wanita.
Wanita adalah jenis manusia yang banyak memerlukan perlindungan, pada
saat pria mempergunakan hak cerai semena-mena, maka wanitalah yang
banyak mengalami penderitaan. Perceraian semacam ini bukan saja
merupakan suatu pukulan moril bagi wanita tetapi juga sangat memberatkan
hidupnya. Ia harus mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan tidak jarang pula
anak-anaknya (Hazairin, 1982:58).

Mengenai azas memperbaiki derajat kaum wanita pada rangkaian Pasal
Undang-Undang Perkawinan menurut penulis belum sepenuhnya memberikan
perlindungan pada kaum wanita, meskipun hak dan kedudukan isteri dan suami
dalam rumah tangga seimbang dimana segala sesuatu permasalehan-permasalahan
dalam rumah tangga dapat dirundingkan secara bersama-sama dan kekeluargaan.
Akan tetapi sering pula terjadi kesalahan dalam penyelesaian masalah rumah
tangga dimana seorang suami sering menggunakan kekerasan atau pemukulan
terhadap 1steri jika terlalu banyak permasalahan yang dihadapi hal im sudah
menyimpang dan prinsip atau azas dari Perkawinan itu sendiri. Akan tetapi
dengan berkembangnya zaman dan permasalahan dalam rumah tangga, seorang
wanita sckiranya cukup lega karena telah dibuat peraturan tentang perlindungan
kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
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Undang-Undang ini dibuat untuk melindungi kekerasan yang terjadi dalam rumah
tangga
b. Sahnya Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor | Tahun
1974 Tentang Perkawinan. Maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan
menurut agama dan kepercayannya masing-masing. Dari rumusan Pasal 2 ayat |
ini dapat disimpulkan bahwa sah tidaknya suatu perkawinan adalah semata-mata
ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang hendak
melaksanakan perkawinan. Ini berarti bahwa suatu perkawinan yang bertentangan
dengan ketentuan hukum agama, dengan sendirinya menurut Undang-Undang
Perkawinan dianggap tidak sah dan tidak ada akibat hukum sebagai ikatan
perkawinan.

Dalam Pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa " Tiap-tiap Perkawinan dicatat
menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku” Hal ini berarti bahwa
suatu perkawinan yang telah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya
masing-masing, harus dicatatkan pada pegawai pencatat nikah. Namun pencatatan
ini hanya merupakan syaral administratif saja, yang tidak bersifat komulatif akan
tetapi bersifat alternatif, Jadi suatu perkawinan dianggap sah, apabila telah
memenuhi Pasal 2 ayat | Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 tentang
Perkawinan, dan Pasal 2 ayat 2 vang merupakan syarat admimstratif dan
perkawinan,

Ada dua pendapat tentang penafsiran Pasal 2 Undang-Undang Nomor |
Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pendapat pertama ada kecenderungan dari
beberapa sarjana hukum yang memisahkan penafsiran Pasal 2 ayat (1) dan ayat
(2) yaitu bahwa Perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing
agama dan kepercayaannya. Sedangkan pendaftaran adalah syarat administrasi
saja, dilakukan atau tidak, bukan merupakan suatu cacat atau lebih tegas lagi tidak
menyebabkan tidak sahnya perkawinan tersebut. Pendapat kedua, menafsirkan
bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) bukan saja dan sudut yuridis semata-mata yaitu
sahnya perkawinan itu tetapi juga dikaitkan secara sosiologis yang menurut para
sarjana hukum. Pasal ini tidak dapat dipisahkan sedemikian rupa tetapi dianggap
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merupakan rangkaian kesatuan bagaikan benang yang jalin menjalin menjadi satu.
Bila satu lepas maka yang lain berkurang kekuatannya bahkan hilang sama sekali
(Moh. Idris Ramulyo, 1990:80).

Dari pendapat tersebut diatas, maka menurut hemat saya Penafsiran dan
Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 2 ayat 2, tidak bersifat komulatif akan tetapi bersifat
alternatif, karena masing-masing mengatur bidangnya sendiri-sendiri, dalam arti
bahwa suatu perkawinan diakatakan sah apabila telah memenubhi syarat pada Pasal
2 ayat 1, sedangkan Pasal 2 ayat 2, mengatur tentang pencatatannya saja. Hal ini
sesuai dengan penjelasan umum Nomor 4A sub b, yang menyatakan bahwa tiap-
tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan penistiwa penting lainnya,
dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan
dalam surat-surat keterangan, surat akta resmi yang juga dimuat dalam daftar
pencatatan.

Syarat sahnya perkawinan yﬁng harus dipenuhi selain Pasal 2 dari
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga harus memenuhi syarat materiil dan
syarat formilnya. Syarat materiil yaitu syarat yang mengenai din pribadi calon
mempelai sedangkan syarat formilnya adalah menyangkut tata cara yang harus
dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan. Adapun syarat
materiil yang berlaku untuk semua perkawinan disebut syarat umum, dan berlaku
untuk perkawinan tertentu adalah syarat khusus :

. Syarat-syarat materiil yang berlaku umum adalah sebagai berikut :

1. harus ada persetujuan kedua calon mempelai;

2. usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun;

3. tidak terikat perkawinan dengan orang lain kecuali disepakati dispensasi
dari Pengadilan;

4, waktu tunggu bagi scorang wanita yang putus perkawinan (masa iddah)
dari kematian adalah 130 hari, karena perceraian 90 hari, jika wanita itu
dalam keadaan hamil masa iddah sampai dengan melahirkan,

b. Syarat materiil yang berlaku khusus adalah sebagai berikut :
1, tidak melanggar larangan perkawinan antara dua orang yang
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a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas
dan kesamping;
b. berhubungan semenda,

¢, berhubungan sesusuan;

d. berhubungan saudara dengan isteri atau bibi atau kemenakan isten

dalam hal suami beristeri lebih dan satu;

e. mempunyai hubungan yang oleh agama dilarang kawin,

f telah bercerai untuk kedua kalinya sepanjang hukum masing-masing
agama dan kepercayaannya tidak menentukan lain.

2, izin dari kedua orangtua bagi mereka yang belum dewasa, bila orang
tuanya meninggal dunia. Izin dapat diperoleh dan wali yang memelihara
atau keluarga yang memiliki hubungan darah.

c. Syarat-syarat formil meliputi ;

1. pemberitahuan hendak akan melangsungkan perkawinan,

2. pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan,

3. pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-
masing,

4, pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adal di
Indonesia pada umumnya tergantung pada agama yang dianut oleh masyarakat
adat yang bersangkutan. Maksudnya adalah jika telah dilaksanakan menurut tata
tertib hukum agamanya maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat
Hanya saja walaupun sudah sah menurut agama dan kepercayaan yang dianut
masyarakat, untuk itu harus pula dilakukan upacara adat sebagai peresmian
menjadi warga masyarakat adatl yan bersangkutan.

Menurut hukum Islam pada umumnya berlaku di Indonesia, perkawinan
yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan ditempat kediaman mempelai, di
masjid maupun di Kantor Agama dengan ijab kabul dalam bentuk akad mkah.
Adapun pengertian dari ijab merupakan ucapan menikah dari calon isteri, dan
kabul merupakan kata-kata penerimaan dari calon suami, yang pelaksanaannya
harus didengar dihadapan majelis dan oleh dua orang yang bertugas sebagai saksi
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akad nikah, jadi sahnya perkawinan menurut hukum [slam adalah adanya l[jab
kabul yang dilakukan oleh para mempelai yang dilaksanakan dihadapan majelis
dan dua orang saksi.

2.3.2 Pengertian dan Macam-macam Perceraian
a. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut bahasa Indonesia berasal dari kata "Cerai” yang berarti
pisah atau putus hubungan sebagai suami isteri, perceraian berarti perpisahan atau
perpecahan, sedangkan perceraian dalam istilah ahli figih disebut "talak™ atau
"furqoh”, adapun arti dari talak adalah membuka ikatan membatalkan perjanjian
dan furqoh artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul, kemudian kedua kata
tersebut ditkuti sebagai perceraian antara suami isteri (Soemiyati,1986:103),

Perceraian adalah tindakan vang sangat dibenci oleh islam, oleh karena itu
upaya perceraian seharusnya dihindari sebagaimana hadist Nabi Muhammad
SAW "Thalak atau perceraian adalah suatu perbuatan yang paling dimurkai Allah
SWT diantara perbuatan halal”, tetapi dalam keadaan terpaksa, maka dengan
keadilan Allah SWT diantara jalan keluar dan segala kesukaran itu, yaitu dengan
adanya perceraian. Perceraian pada dasarnya adalah putusnya perkawinan ketika
para pihak masih hidup dengan berdasarkan alasan-alasan tertentu yang dapat
dibenarkan oleh Undang-Undang. Perkawinan dapat putus dikarenakan :

a. Kematian,
b. Perceraian,
¢. Keputusan Pengadilan,

Putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusnya perkawinan
karena dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap isterinya yang
perkawinannya dilakukan menurut agama Islam, putusnya perkawinan semacam
ini dapat juga disebut sebagai cerai talak Suami mengajukan permohonan cerai
talak kepada Pengadilan, dan Pengadilan hanya memberikan ijin untuk
mengucapkan ikrar talak, jadi yang memutuskan perkawinan adalah suami
bukannya Pengadilan, sedangkan putusnya perkawinan atas Keputusan
Pengadilan adalah putusnya perkawinan karena gugatan peceraian isteri terhadap
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suaminya yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, atau

karena gugatan perceraian suami atau isteri yang melangsungkan perkawinan

menurut agama dan kepercayaan yang bukan Islam, gugatan perceraian tersebut

dikabulkan oleh Pengadilan dengan suatu keputusan (Syahram, 2004:102).

Perceraian merupakan suatu tindakan yang memisahkan diri dan

pasanganya yaitu antara suami isteri yang memutuskan ikatan perkawinan yang
telah dibina selama masa perkawinan berlangsung Dengan adanya perceraian
antara suami isteri sudah tidak terdapat ikatan perkawinan lagi, sehingga antara
keduanya sudah tidak mempunyai hak dan kewajiban sebagai suami isteri lagi.
Dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa perceraian terdiri
dari dua macam yaitu perceraian yang disebabkan karena cerai talak dan peceraian
karena gugatan cerai yang diajukan pihak isteri. Dalam hukum islam talak hanya
merupakan hak laki-laki saja, hal ini dianggap karena laki-laki menurut kadar akal
dan tabiatnya bersifat lebih sabar menghadapi perangai dari isteri yang tidak
disukainya. Laki-laki yang sah talaknya adalah suami yang berakal, balig dan
bebas memilih, sedangkan perempuan yang dapat ditalak adalah perempuan yang
dalam keadnan sebagai berikut ;

. berada dalam ikatan suami isteri yang sah,

b. bila berada dalam iddah talak raj’i atau iddah talak ba’in shugra, sebab dalam
keadaan-keadaan seperti ini secara hukum ikatan suami isteri masih berlaku
sampai habisnya masa iddah,

¢. jika perempuan berada dalam keadaan pisah badan karena dianggap sebaga
talak, seperti pisah badan karena suami tidak nau masuk islam atau karena ila”.
Pisah badan semacam ini dianggap talak oleh golongan Imam Hanafi,

d. jika perempuan dalam iddah, karena pisah badan dianggap sebagm fasakh
tetapi pada dasarnya akadnya batal, seperti karena adanya halangan yang
membatalkan kelangsungan ikatan perkawinan, bila kemurtadannya benar-
benar terbukui,

Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan sebagai Perceralan yaitu

Perceraian yang diajukan kepada Pengadilan Agama harus disertal dengan alasan-

alasan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, hakim dalam
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memeriksa dan mengadili perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat

maupun pemohon sehigga hakim dapat benar-benar berlaku adil dalam memutus

perkara perceraian. Alasan-alasan perceraian menurut Undang-Undang dan

Peraturan yang berlaku di Indonesia telah ditentukan dalam penjelasan Pasal 39

ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan
lain sebagainya yang tidak dapat disembuhkan;

b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa
ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang diatur
kemampuannya;

¢. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih
berat selama perkawinan berlangsung;

d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang
membahayakan pihak lain,

e. salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri,

f. antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam ditambahkan dengan

g. suami melanggar taklik talak;

h. peralihan agama atau murtad yang menycbabkan terjadinya ketidakrukunan
dalam rumah tangga.

Pada dasarnya putusnya perkawinan disebabkan karena terjadinya
perselisihan atau pertengakaran terus mencrus yang tidak dapat didamaikan,
sehingga tidak dapat hidup rukun dalam kehidupan berumah tangga Alasan-
alasan perceraian yang tercantum dalam Undang-Undang hanyalah merupakan
sebabnya saja, begitupula dengan kekejaman atau penganiayaan yang dilakukan
oleh suami terhadap isteri, hal ini bukanlah semata-mata kelainan psikis dari pihak
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yang menganiaya, akan tetapi puncak dari adanya penganiayaan semata-mata
karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

b. Macam-macam Perceraian
Perceraian yang terjadi dalam rumah tangga saat ini sangat berancka
ragam alasan dan macam-macamnya, adapun macam-macam perceraian dapat
dilihat dari berbagai segi :
1. Dilihat dari segi yang mengajukan
Menurut ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-Undang
Perkawinan dan tata cara perceraian dalam Peraturan Pelaksanaan, terdapat dua
MAacam perceraian yaitu :
a.Cerai Talak

Cerai talak ini hanya khusus untuk yang beragama islam seperti yang
dirumuskan dalam Pasal 14 Peraturan Pelaksanaan sebagai berikut :

"Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama
islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan surat kepada Pengadilan
tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud
menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada
Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu",

Cerai talak adalah upaya hukum dari pihak suami yang mengajukan
permohonan bahwa ia akan menceraikan isterinya dengan disertai alasan dan
meminta Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang.

b. Cerai gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan adanya gugatan terlebih
dahulu dari pihak isteri. Gugatan yang dimaksud dapat dilakukan oleh
seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut hukum agama islam
dan oleh seorang suami atau secorang isten yang telah melangsungkan
perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya. Menurut penulis, Cerai
gugat diajukan oleh seorang isteri yang perkawinannya berdasarkan agama
islam dan ini merupakan hak isten sedangkan suami telah diberikan hak

lewat talaknya.
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2, Dilihat dari alasannya
Perceraian dilihat dari alasannya, menurut Hukum Islam dapat dibagi
menjadi :
a. Syiqaq;

Syiqaq adalah terjadinya suatu perselisihan yang terus menerus antara
suami isteri, dan untuk menyelesaikan kasus ini hendaknya peran serta
keluarga sangat diperlukan sebagai juru damai yang disebut dengan
hakam.

b. Khuluk;

Adapun yang disebut dengan khuluk adalah salah satu bentuk
perceraian berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Khuluk menurut
Pasal 1 huruf i Kompilasi Hukum Islam adalah Perceraian yang terjadi
atas permintaan istri dengan memberikan tebusan (iwadl) kepada dan atas
persetujuan suaminya.

c. Li'an;

Li'an berasal dart perkataan al-la’nu yang berarti kutukan disebut li'an
karena masing-masing pihak suami isteni telah mengutuk pihak yang lain.
Keadaan ini terjadi disaat suami menuduh isterinya berbuat zina atau
suami tidak mengakui anak yang dikandung isterinya.

d  Murtad,

Murtad adalah keluarnya seseorang dari agama islam. Para ulama telah
sepakat bahwa pindahnya seseorang dari agama islam oleh suami isteri
dapat menyebabkan putusnya perkawinan, dan jika salah satu suami isteri
tidak lagi memeluk agama islam maka salah satu pihak dapat memohon
keputusan ke Pengadilan Agama tentang status nikahnya menurut islam,
dan dapat dijadikan keputusan oleh Pengadilan Agama bahwa
perkawinannya telah batal,

e. Fasakh,

Fasakh berarti "membatalkan”, yaitu suatu bentuk perceraian melalui
proses keputusan hakim Pengadilan Agama disebabkan atas permintaan
dari pihak isteri. Dalam hal ini jika suami diberikan hak talak maka isteri
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diberikan hak fasakh sebagai dasar bagi isteri untuk dapat mengajukan
perceraian.(Amiur Nuruddin, 2004:208).

2.3.3 Pengertian Penganiayaan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 Pasal 39 ayat 2, disebutkan
bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami
isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Salah satu alasan yang
terdapat dalam pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan dalam Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam adalah
mengenai alasan bahwa salah satu pihak telah melakukan kekejaman dan
penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain Dalam hal 1
Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan lebih lanjut tentang kekejaman
atau penganiayaan berat yang dimaksud, yang dapat dijadikan alasan untuk
memohon perceraian. Dalam ketentuan ini hanya terdapat kata-kata yang
membahayakan terhadap pihak lain. Tentang perbuatan yang bersifat
membahayakan itupun juga belum ada suatu penjelasan. Dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata Pasal 209 ayat 4e yang diuraikan agak panjang tentang
hal penganiayaan yaitu

"melukai berat atau menganiaya dilakukan oleh si suami atau isteri

terhadap isteri atau suaminya, yang demikian schingga membahayakan

jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, sehingga mengakibatkan luka-luka

yang membahayakan™

Hal ini berarti bahwa kekejaman atau penganiayaan yang dilakukan itu
tidak hanya kepada jasmani saja bagi si korban akan tetapi juga terhadap jiwanya.

As Syari’atullslamiyah mengemukakan bahwa yang di maksud dengan
bahaya atau penganiayaan yaitu gangguan suami atas isterinya, baik berupa
perbuatan maupun perkataan, seperti memukul yang menyakitkan, mencacimaki,
dan tidak mempergauli tanpa ada sebab, memaksa isteri berbuat perkara yang
diharamkan agama atau memaksa isteri menghambur-hamburkan hartanya
Berdasarkan pengertian tersebut, isteri dalam hal ini berhak untuk menuntut ceral

atas perilaku suaminya, apabila ia merasa mendapat gangguan dari suaminya,


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

24

yang dirasakan sebagai hal yang membahayakan diri dan tidak dapat menjamin
kelangsungan pergaulan hidup sebagai suami istenn. Banyak hal yang
melatarbelakangi perceraian ini adalah karena perselingkuhan, kekerasan fisik dan
faktor ekonomi.

Kekerasan Rumah tangga adalah suatu perkara yang perlu diberi perhatian
serius oleh semua anggota masyarakat. Dalam ajaran islam tidak merestui tentang
bentuk-bentuk keganasan dan kezaliman Didalam Al-Qur'an menekankan
tentang perasaan kasih sayang, hormat menghormati dan keadilan dalam
perhubungan antara anggota keluarga. Dalam Hadist, Rasulullah S.A W bersabda
"Yang paling baik dikalangan kamu adalah mereka yang bersopan terhadap
isterinya”. Dalam hal ini perbuatan suami yang memukul isteri adalah dianggap
sebagai suatu penganiayaan. Didalam Undang-Undang tidak ada ketentuan yang
jelas tentang pengertian darn pengamayaan, akan tetapi dalam Yurisprudensi
pengertian dari Penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang
(R.Soesilo, 1996:245).

Wijs. Poerwadarminta menyatakan bahwa adapun kadar yang dapat
dijadikan dasar tentang perbuatan yang dilakukan untuk menyakiti badan atau
jasmani seorang isteri oleh suami, adalah sebagai berikut ;

I. menyebabkan orang terasa sakit,

2. menyengsarakan, merundung,

3. sakit hati, melukar hati;

4. menyakiti diri, bekena (berusaha) dengan " tidak mengenal  lelah,
mengusahakan dirinya dengan keras.

Sedangkan arti kata "sakit” adalah:

I. merasa tidak nyaman pada tubuh atau pada bagian tububh,

2. penderitaan atau menderita sesuatu pada bagian tubuh, hal 1 karena banyak
sekali sebabnya;

3. dalam arti kiasan adalah sedih, susah, sengsara yang menyebabkan benci dan
dendam karena dihinakan
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Berdasarkan uraian diatas, maka perceraian dengan alasan salah satu pihak
melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain,
pada dasarnya memiliki unsur-unsur scbagai berikut :

1. berupa penganiayaan fisik;
2. dapat pula penganiayaan mental,
3. menurut kadar kualitasnya :
a. membahayakan kehidupan jasmani;
b. atau menyengsarakan jiwa atau rohani.

Dengan demikian dapat ditafsirkan bukan sekedar kekejaman atau
penganiayaan fisik saja tetapi juga kekerasan atas jiwa atau rohani. Oleh karena
itu harus diteliti, sampai sejauh mana mengenai perbuatan suami menyakiti badan
atau jasmani isterinya tersebut apakah dalam rangka melaksanakan perbuatan
ma'ruf atau tidak, disamping melampaui batas atau tidak. Dalam hal ini jika
melampaui batas maka dapat dipandang telah melanggar taklik talak, hal im
berkaitan erat dengan ketentuan dalam surat An-Nisa' ayat 34 tentang ta’bid
(Pemberian pelajaran terhadap isteri) yang artinya "wanita-wanita yang kamu
khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka, dan pisahkan dari tempat tidur
mereka, dan pukullah mereka”, Dari terjemahan diatas dapat disimpulkan bahwa
jika isteri tetap tidak taat terhadap suami, maka suami dibenarkan oleh agama agar
isteri tersebut dipukul. Dalam hal ini pemukulan yang dimaksud dalam hukum
agama adalah sebagai berikut :

1, pukulan itu tidak mendatangkan kerusakan yaitu khususnya pada badan serta
tidak pada satu tempat,

2, tidak dilakukan secara bertubi-tubi;

3. dilaksanakan dengan balutan sapu tangan (kain) yang dilipat-lipat

Dengan mengacu pada pendapat-pendapat tersebut diatas maka perbuatan
yang melebihi batas dapat dipandang sebagai perbuatan yang memenuhi syarat
taklik atau dengan kata lain pukulan yang dapat dikategorikan sebagai pukulan
yang menyakitkan badan atau jasmani ialah pukulan yang |
|. menimbulkan rasa sakit yang keras,

2. mendatangkan kerusakan pada badan jasmani;
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3. memukul muka dan tempat rawan lainnya,
4. dilakukan dengan bertubi-tubi,
5. pukulan dilakukan tanpa pembalut.

Dalam praktek di Pengadilan Agama, hakim dalam membenkan
pengertian"menyakiti badan jasmani” bukan sekedar pemukulan tetapi juga
perbuatan lain, yang meliputi : mendorong isteri sampai jatuh, menjambak
rambut, menendang dengan kaki bahkan juga dapat menyikut yang dapat
menimbulkan rasa sakit, melempar dengan sepatu dan semacamnya, perbuatan ini
dapat dikategorikan perbuatan menyakiti jasmani. Tentang kadar sakit yang
bagaimana yang menggugurkan talak sifatnya relatif. Dalam masalah 1mi tentang
terbukti tidaknya serta kadar sakit yang bagaimana yang dapat memenuhi syarat-
syarat taklik talak semuanya diserahkan sepenuhnya kepada ijtihad hakim dalam
memutus perkara (Abdul Manan, 2(](15:}14}_
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BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Kewenangan Pengadilan Agama Jember dalam menyelesaikan perkara
perceraian dengan alasan penganiayaan dalam rumah tangga

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai
hasil Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, khususnya Pasal 1, Pasal 2, Pasal 49 dan Penjelasan Umum angka 2, serta
Peraturan PerUndang-Undangan lain yang berlaku antara lain - Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan
Tanah Milik, Instruksi Presiden Nomor | tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
[slam. Maka Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan
pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan hukum
perkawinan bagi mereka yang beragama Islam berdasarkan Hukum Islam. Dalam
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 49
terdapat beberapa tambahan mengenai kewenangan Pengadilan Agama yaitu
berupa penyelesaian sengketa di bidang perbankan syari'ah, memberikan itsbat
saksi rukyat hilal, dalam penentuan setiap awal bulan pada tahun hijriyah.
Disamping itu pula, dalam Pasal 50 ayat 2 telah dicantumkan bahwa tidak adanya
pilihan hukum bagi sengketa hak milik, atau keperdataan yang lain yang terkait
dengan obyek sengketa yang telah diatur dalam Pasal 49, apabila subyek sengketa
terjadi diantara orang-orang Islam,

Pelayanan hukum dan keadilan tersebut diberikan melalui pelayanan
penyelesaian sengketa keluarga, harta perkawinan, dan penetapan mengenai status
hukum seseorang dalam keluarga maupun status harta perkawinan. Dalam hal ini
fenomena yang menarik untuk dicermati adalah semakin basarnya frekuensi kasus
yang ditangani oleh Pengadilan Agama, terutama mengenai kasus perceraian.

Perceraian antara suami isteri yang beragama Islam sesuai dengan Pasal |
ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 lentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dalam

27
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Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tentang
alasan-alasan perceraian. Maka masalah perceraian harus diputuskan di depan
persidangan. Dari ketentuan diatas, maka sangat jelas bahwa masalah perceraian
dengan alasan penganiayaan adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan
Agama di bidang Perkawinan yang harus diperiksa dan diputus didepan sidang
pengadilan, seperti yang telah tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum [slam.

Penganiayaan yang dijadikan sebagai alasan perceraian adalah termasuk
penganiayaan berat, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 19 huruf d Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam,
yaitu “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau pengamayaan berat yang
membahayakan pihak yang lain”. Penganiayaan merupakan suatu perbuatan
pidana yang bukan menjadi wewenang Pengadilan Agama, melainkan wewenang
Peradilan Umum. Peradilan Umum pada tingkat pertama adalah Pengadilan
Negeri, yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan semua bentuk dan jenis
perbuatan pidana, dan perkara perdata yang meliputi semua sengketa tentang hak
milik atau hak-hak yang timbul karenanya dan atau hak-hak keperdataan lainnya,
kecuali apabila dalam Undang-Undang di tetapkan Pengadilan lain yang
berwenang, misalnya dalam perkara perdata tertentu bagi mereka yang beragama
Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Perbuatan-perbuatan penganiayaan vyang didalilkan adalah harus
menimbulkan luka-luka yang berbahaya, setidak-tidaknya merugikan kesehatan
dari orang yang bersangkutan. Jadi luka yang dimaksud adalah luka yang dapat
menimbulkan akibat yang membahayakan jiwa seseorang. Dalam hal ini
perbuatan penganiayaan tersebut diatas, dapat dijadikan sebagai salah satu alasan
untuk mengajukan suatu gugatan perceraian di  Pengadilan Agama.
(Prawirohamidjojo, 1988:133)

Dar hasil konsultasi yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Jember,
pada tanggal 16 Mei 2006 dengan Bapak Arfan Muhammad, S.H., M. Hum dan
Bapak Sulhan, S.H.,, MH. Selaku hakim Pengadilan Agama Jember, dapat
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diketahui bahwa penganiayaan sebagai alasan perceraian sama halnya dengan

penganiayaan yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal

351 sampai dengan Pasal 356, karena sering terjadi permasalahan yaitu mengenai

batasan-batasan suatu kekejaman atau penganiayaan agar dapat dikatakan telah

membahayakan pihak lain sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengajukan
cerai. Akan tetapi, tindakan penganiayaan bukan mutlak kewenangan Pengadilan

Agama untuk memeriksa dan memutus perkara pidananya, namun hanya

pertengkaran yang menyebabkan penganiayaanlah yang menjadi kewenangan

Pengadilan Agama.

Penganiayaan yang terjadi di masyarakat pada umumnya adalah kejahatan
terhadap badan atau tubuh manusia, yang dilakukan secara sengaja yang
kemudian akibat yang ditimbulkan dilarang (ilegal) dan diancam dengan hukuman
oleh Undang-Undang Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai “penganiayaan”, yang terdin
alas:
|. Penganiayaan dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam

ayat 2 yang berbunyi “Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sitersalah
dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”, diatur pula dalam ayat 3, yang
berbunyi “Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara
selama-lamanya tujuh tahun”, dan diatur dalam ayat 4 yang berbunyi “Dengan
penganiavaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja”.

Dari bunyi ayat-ayat distas, maka dapat disebutkan bahwa batas-batas
penganiayaan yaitu .

a. penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
b. penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati.

2. Penganiayaan ringan yang diatur dalam Pasal 352 ayat 1, yang berbunyi
“Penganiayaan vang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan
jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan”, dan ayat 2 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Percobaan melakukan
kejahatan ini tidak dapat dihukum”.
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Dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut sebagai tindak penganiayaan
ringan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

a. tidak mengakibatkan sakit atau terhalangnya orang menjalankan jabatan;

b. tidak direncanakan terlebih dahuly;

¢. udak dilakukan terhadap orang tuanya, 1sterinya atau suaminya atau anak-
anaknya,

d. udak menggunakan bahan-bahan yang membahayakan nyawa.

3. Penganiayaan berencana, yang telah diatur dalam Pasal 353 ayat 2, yang
berbunyi “Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sitersalah dihukum
penjara selama-lamanya tujuh tahun”, dan juga dalam avat 3 yang berbunwi
“Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, sitersalah dihukum
penjara selama-lamanya sembilan tahun”,

Dari bunyi ayat tersebut diatas, maka dapat disebutkan bahwa batasan dari
penganiayaan, sebagal berikut :

a. mengakibatkan luka berat,
b. mengakibatkan orangnya mati.

4. Penganiayaan berat, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
dirumuskan pada Pasal 354 ayat 1, “Barang siapa dengan sengaja melukai
berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman selama-
lamanya delapan tahun”, dan ayat 2 yang berbunyi “Jika perbuatan itu
menajadikan kematian orangnya, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya
sepuluh tahun”.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penganiayaan atau kekejaman, yaitu
perbuatan yang menimbulkan akibat luka berat dan kematian pada orangnya.
Yang dimaksud dengan luka berat adalah:

a. penyakit atau luka yang tidak boleh diharap akan sembuh lagi dengan
sempurna atau dapat mendatangkan bahaya;

b. terus menerus tidak cakap lagi untuk melaksanakan tugas jabatan atau
pekerjaan,

¢. kehilangan salah satu fungsi panca inderanya,
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d. kudung atau rompong, karena salah satu anggota badan yang hilang atau
putus;
e. berubah pikiran atau akal lebih dari (4) empat minggu,
f lumpuh yaitu tidak bisa menggerakkan badan;
g membunuh atau menggugurkan bakal anak dalam kandungan seorang ibu.
5, Penganiayaan berat dan berencana

Dimuat dalam Pasal 355 ayat 1, yaitu “Penganiayaan berat yang dilakukan
dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas
tahun”, dan ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan bunyi “Jika
perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, sitersalah dihukum penjara
selama-lamanya lima belas tahun”.

Dari pernyataan diatas dapat disebutkan bahwa penganiayaan berat dan
berencana adalah perbuatan yang direncanakan lebih dulu. Sehingga hal tersebut
dijadikan suatu penganiayaan berat &engan pemberatan pidana, yang dapat
menjerat pelaku tindak penganiayaan tersebut dengan pasal tersebut diatas.

Selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang batas-
batas kejahatan terhadap tubuh manusia, diatur pula dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
dalam Pasal 6 yang berbunyi “Kekerasan fisik yang dimaksud adalah perbuatan
yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”. Dari bunyi Pasal
tersebut diatas, maka batasan dari kejahatan terhadap badan atau tubuh manusia
yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang kemudian akibat yang
ditimbulkan dilarang (ilegal) dan diancam dengan hukuman dalam Undang-
Undang, Maka perbuatan kejahatan terhadap tubuh ini dapat dijadikan sebagai
bukti oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan
Agama dengan alasan penganiayaan.

Diterangkan pula oleh Bapak Arfan Muhammad, S.H.,, M.Hum. Bahwa
permohonan cerai dengan alasan penganiayaan dalam rumah tangga adalah suatu
perkara perdata sebagai akibat adanya tindak pidana, maka harus diajukan ke
Pengadilan Agama setclah kasus penganiayaan di periksa dan di putus oleh

Peradilan umum.
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Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 677 K/Sip/1972,
bahwa * Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan yang lainnya, tetapi
masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak boleh
digabungkan”. Dalam bunyi ayat tersebut sudah jelas bahwa terdapat dua
kewenangan badan peradilan yang berbeda untuk menyelesaikan kasus percenian
dengan alasan penganiayaan dalam rumah tangga, akan tetapi saling berkaitan.

Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Bapak Arfan Muhammad, S H.,
M.Hum, Bahwa pengadilan Agama tidak berwenang untuk membuktikan tentang
tindak penganiayaan akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Umum.
Pengadilan Agama hanya memiliki kewenangan untuk memutus permohonan
cerai gugat dengan alasan penganiayaan dengan memeriksa bukti-bukti yang
diajukan oleh penggugat berupa salinan putusan hakim Pengadilan Umum yang
menyatakan bahwa benar telah terjadi penganiayaan. Setelah tindak penganiayaan
tersebut telah diputus oleh Pengadilan Umum, maka penggugat dapat mengajukan
permohonan pada Ketua Pengadilan Umum agar diberi salinan putusan pidana
yang telah inkracht.

Menurut Bapak Arfan Muhammad, S.H., M.Hum. Jika Pengadilan Umum
tidak memutus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan tergugat, maka
Pengadilan Agama tidak dapat memutus perceraian dengan alasan penganiayaan
atau kekejaman vang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat.

3.2 Proses pembuktian dari penganiayaan dalam rumah tangga sebagai
alasan perceraian

Tugas seorang hakim dalam memeriksa suatu perkara yaitu untuk
mengkonstatir, mengkualifisir, dan kemudian mengkonstituir, Pengertian dari
mengkonstituir sendiri adalah hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-
fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu benar-benar terjadi. Hal ini hanya
dapat dilakukan melalui pembuktian yaitu mempertimbangkan secara logis
kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan
menurut hukum pembuktian yang berlaku (Mukti Arto, 1998:135).
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Pengertian yang luas pembuktian adalah kemampuan Penggugat dan
Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan
hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam
hubungan hukum yang di perkarakan. Sedangkan dalam arti sempit, pembuktian
hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang di bantah atau masih di
sengketakan atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan diantara pihak-pihak
yang berperkara. Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa
pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim
akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang
bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.
Dalam sengketa yang berlangsung dan sedang diperiksa dimuka majelis hakim,
masing-masing pihak mengajukan dalil-dalil yang saling bertentangan. Hakim
harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil-dalil
manakah yang tidak benar. Berdasarkan pemeriksaan yang teliti dan seksama
itulah hakim menetapkan hukum atas suatu peristiwa atau kejadian yang telah
dianggap benar setelah melalui pembuktian sesuai dengan aturan yang telah
ditetapkan oleh perUndang-Undangan yang berlaku (Abdul Manan, 2005:227).

Proses pembuktian perkara perceraian dengan alasan penganiayaan dapat
diperiksa oleh Pengadilan Agama jika sudah diadakan proses hukum terhadap
lindakan penganiayaan oleh Pengadilan Umum. Karena penganiayaan adalah
suatu tindak pidana, jadi Pengadilan Agama hanya memutuskan perceralan
dengan alasan penganiayaan berdasarkan pada putusan Pengadilan Umum yang
menyatakan tentang tindak penganiayaan, sedangkan Pengadilan Agama tidak
memiliki kewenangan dalam pembuktian penganiayaan yang terjadi

Proses pembuktian terhadap perkara perceraian dengan alasan
penganiayaan dalam rumah tangga, di Pengadilan Agama pada umumnya
menggunakan Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Umum, kecuah yang telah diatur secara khusus. Hal i
disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang berbunyi
“Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama
adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan
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Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang
ini”, tentang Peradilan Agama dan menurut hakim Pengadilan Agama Jember
Bapak Arfan Muhammad, S.H., M.Hum. menyatakan bahwa proses pembuktian
perkara perceraian dengan alasan penganiayaan dalam rumah tangga adalah sama
proses pembuktian perkara perceraian dengan alasan yang lain. Peristiwa-
peristiwa yang diuraikan dalam gugatan menjadi dasar dari tuntutan yang perlu
dibuktikan di depan persidangan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah
menurut Undang-Undang.

Diterangkan oleh Bapak Arfan Muhammad, S.H., M.-Hum, Bahwa dalam
pelaksanaan pembuktian yang dijadikan sebagai alat bukti untuk menyelesaikan
suatu perkara perceraian diatur dalam Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yaitu
“Gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai
sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak
keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu”. Penjelasan dan
pasal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian yang menimbulkan
perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan penganiayaan.

Alat bukti yang dapat dijadikan oleh hakim Pengadilan Agama sebagai
pertimbangan hukum untuk menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan
penganiayaan menurut Bapak Arfan Muhammad, S.H., M.Hum.(selaku hakim
Pengadilan Agama Jember) yaitu secbagai berikut :

1. Surat keterangan dokter atau visum et repertum,

Merupakan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh dokter dari sebuah rumah
sakit yang telah memeriksa diri seseorang yang menjadi korban tindak pidana.
Membuat visum et repertum setelah ada surat permintaan dari pihak kepolisian.
Visum et repertum merupakan alat bukti yang bukan merupakan akta. Visum et
repertum merupakan alat bukti yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan
oleh hakim dalam memutus perkara pidana penganiayaan. Kemudian hakim
membuat putusan pengadilan yang mendalilkan bahwa telah terjadi penganiayaan.
Jadi setelah tindak penganiayaan diputus oleh Pengadilan Umum, maka salinan
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putusan hakim Pengadilan Umum dapat diajukan oleh penggugat untuk gugatan
perceraian dengan alasan penganiayaan di Pengadilan Agama.
2. Putusan Pengadilan Umum vang telah inkrach;

Agar tuntutan perceraian dengan alasan penganiayaan dapat dikabulkan
oleh Pengadilan Agama, maka penggugat harus membuktikan peristiwa-peristiwa
yang dikemukakan dalam gugatan. Karena pengertian pembuktian adalah
memberikan dasar pada hakim tentang kepastian, kebenaran suatu peristiwa yang
telah didalilkan. Menurut Bapak Arfan Muhammad,S.H., M.Hum. bahwa yang
harus dibuktikan dalam permohonan percerian adalah alasan pengajuan perceraian
itu sendiri,

Dalam permohonan perceraian dengan alasan penganiayaan dalam rumah
tangga terdapat perbedaan yang menonjol dari perceraian berdasarkan alasan-
alasan yang lain yaitu dalam hal pembuktiannya. Didalam Undang-Undang tidak
menjelaskan alat bukti yang digunakan dalam perkara perceraian dengan alasan
penganiayaan, menurut Bapak Sulhan, S.H., M.Hum. Memang digunakan salinan
putusan hakim pidana tentang tindak pidana penganiayaan dari ketua Pengadilan
Umum, dalam tahapan pembuktian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah
Agung Nomor 199 K/Sip/1973. Salinan putusan hakim pidana adalah merupakan
alat bukti surat yang paling utama dan is1 bukti tersebut dipandang sebagai hal
yang benar dan patut dipercaya, karena pihak-pihak yang tercantum namanya
karena mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian yaitu formil, materiil dan
keluar (Supramono, 1993:22),

Hakim harus bersikap hati-hati dan seksama dalam meneliti kebenaran
dari bukti-bukti yang diajukan, apakah benar salinan putusan dan ketua
Pengadilan Umum adalah sah yaitu apakah sudah dilegalisir sehingga bisa
dijadikan sebagai alat bukti akta otentik vaitu akta yang bentuknya ditentukan
oleh Undang-Undang, dibuat atau dihadapan pegawai umum yang berwenang
untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat (Pasal 165 HIR). Sesuai dengan Pasal
385 HIR, bahwa salinan putusan pidana hanya diberikan pada pihak yang
berperkara, dalam hal imi adalah penggugat dan atas seijin ketua Pengadilan

Umum
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3. Saksi-saksi.

Saksi adalah orang vang memberikan keterangan di muka sidang, dengan
memenuhi syarat-syarat tertentu tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia
lihat, dengar, dan ia alami sendiri. Sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan
tersebut, saksi tersebut pada waktu peristiwa berlangsung kebetulan di tempat
kejadian atau saksi sengaja di undang pihak-pihak yang bersangkutan untuk
melihat dan mendengarnya, jadi saksi yang didatangkan ke Pengadilan untuk
meneguh dalil gugatan atau sangkaan harus memberikan keterangan sesuai
dengan apa yang dilihat dan didengarnya sendiri,

Kesaksian mengenai suatu peristiwa atau kejadian harus dikemukakan
oleh yang bersangkutan kepada hakim di dalam persidangan secara lisan dan
pribadi oleh orang yang terkait dalam perkara, oleh karena itu saksi yang
bersangkutan harus menghadap sendiri di dalam persidangan dan tidak boleh
diwakilkan kepada orang lain serta tidak boleh kesaksian itu dibuat secara tertulis
(Abdul Manan, 2005:241).

Diterangkan oleh Bapak Arfan Muhammad, S.H., M.Hum, bahwa saksi
yang diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara perceraian dengan alasan
penganiayaan dalam rumah tangga yaitu orang yang benar-benar mengetahui,
melihat dan mendengar sendiri atas kejadian tindak pidana penganiayaan yang
telah dilakukan oleh salah satu pihak.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar saksi yang diajukan oleh
para pihak dapat di dengar keterangannya sebagai alat bukti, yaitu terdin dari
syarat formil dan syarat materiil yaitu .

1. syarat formil alat bukti saksi yaitu :
a. memberikan keterangan di depan sidang peradilan;
b. bukan orang yang dilarang untuk di dengar sebagai saksi.

Berdasarkan Pasal 145 HIR, ada pihak-pihak yang dilarang untuk di
dengar sebagai saksi yaitu keluarga sedarah dan semenda karena perkawinan
menurut garis lurus dari pihak yang berperkara, isteri atau suami dari salah
satu pihak sekalipun sudah bercerai, anak-anak di bawah umur dan orang
yang tidak waras atau gila;
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¢. bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri, menyatakan kesediaannya
untuk diperiksa sebagai saksi yaitu :

Berdasarkan Pasal 146 ayat 1 HIR, orang yang berhak mengundurkan
diri sebagai saksi yaitu sudara dan ipar dari salah satu pihak yang berperkara,
keluarga isteri atau suami dari kedua belah pihak sampai derajat kedua,
orang-orang karena jabatannya diharuskan menyimpan rahasia jabatan;

d. mengangkat sumpah menurut agama yang di peluknya.

2. syarat materiil alat bukti saksi yaitu :

a. keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan
dilihat sendiri oleh saksi keterangan saksi yang tidak didasarkan atas
pengetahuan yang jelas pada pengalaman, pendengaran dan penglihatan
sendiri tentang suatu peristiwa, dianggap tidak memenuhi syarat meteriil,

b. keterangan vang diberikan harus _m-ampunyai sumber pengetahuan yang
jelas;

c. keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan
yang lain atau alat bukti yang sah.

Keterangan seorang saksi jika tidak ada bukti lainnya, maka tidak boleh
dipergunakan oleh hakim sebagai alat bukti, kesaksian dari seorang saksi tidak
boleh dianggap oleh hakim sebagai persaksian yang sempurna dalam memutus
suatu perkara, dalam hal ini hakim dapat membebani sumpah pada salah satu
pihak jika pihak itu hanya mengajukan seorang saksi saja dan tidak ada alat bukti
lainnya (Sudikno Mertokusumo, 1988:132).

3.3 Kajian Putusan Pengadilan Agama dengan Nomor Perkara.
2633/Pdt.G/2005/PA.Jr.

Pada perkara perceraian dengan alasan penganiayaan yang telah diputus
oleh Pengadilan Agama Jember dengan Nomor Perkara 2633/Pdt.G/2005/PA.Jr.
Menggunakan upaya hukum di tingkat Peradilan Agama yang merupakan
Pengadilan tingkat pertama yang memiliki kewenangan untuk memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama

islam. Pengadilan Agama Jember dalam putusan tersebut memberikan garis besar,
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bahwa Pengadilan Agama Jember mengabulkan gugatan penggugat yang amar
putusannya menerangkan bahwa rumah tangga antara Pamungkas Indriyati selaku
Penggugat dengan Hari Purwanto selaku Tergugat sudah pecah, hal ini sebagai
akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disertai dengan
pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat yang lebih tepatnya disebutkan
dengan penganiayaan. Atas sikap dan perbuatan tergugat yang demikian itu,
penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan yang pada
akhirnya keadaan rumah tangga tersebut retak. Berdasarkan gugatan tersebut
Pengadilan Agama Jember dalam putusannya mengabulkan bahwa telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan penganiayaan yang di putus
dengan di dasarkan pada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (d dan f), Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undaqg-Undang Nomor 1 Tahunl974 tentang
Perkawinan jo Pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam.

Pengadilan Agama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa
berdasarkan bukti P.6 dimana penggugat telah melaporkan kepada kepolisian
tentang terjadinya penganiayaan dalam keluarga dan bukti P.7 tentang surat
perintah penahanan dan juga pengakuan tergugat dalam jawabannya “hanya
menablek pundak dan pipi penggugat yang oleh penggugat dianggap sebagai
ringan tangan atau penganiayaan”. Berdasarkan hal tersebut, telah terbukti bahwa
tergugat telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain.

Dalam Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jember, menurut
hemat saya Pengadilan Agama Jember tidak dapat memutuskan gugatan
perceraian dengan alasan penganiayaan, karena kriteria-kriteria dari penganiayaan
yang tercantum dalam Pasal 351-356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga tidak menunjukkan adanya penganiayaan berat.
Berdasarkan alat bukti yang diperoleh dari keterangan saksi dan alat bukti tertulis
lainnya yang diajukan oleh Penggugat tidak menunjukkan adanya penganiayaan
berat akan tetapi penganiayaan ringan, sehingga Pengadilan Agama seharusnya
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memutus perceraian tersebut dengan alasan pertengkaran atau perselisthan terus
menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali, karena dalil-dalil yang diajukan
oleh Penggugat tentang adanya penganiayaan berat tidak terbukti.

Selain alasan yang disebutkan diatas, Pengadilan Agama tidak memiliki
wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana penganiayaan,
Pengadilan Agama hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus perceraian
dengan alasan penganiayaan, yang didasarkan pada Salinan Putusan Hakim
Pengadilan Umum yang telah inkracht yang menyatakan bahwa benar telah terjadi
penganiayaan.  Namun  dalam perkara  perceraian  dengan  nomor
2633/Pd1.G/2005/PA Jr Pengadilan Agama telah melakukan penggabungan
penyelesaian perkara yang seharusnya proses pembuktiannya dilakukan terlebih
dahulu oleh Pengadilan Umum, setelah ada salinan putusan yang inkrachr dan
Pengadilan Umum, maka Pengadilan Agama dapat memutus perkara perceraian
tersebut dengan alasan penganiayaan. Hal ini di dukung pula dengan Putusan
Mahkamah Agung Nomor 677 K/Sip/1972 tanggal 13 desember 1972, yang
menyatakan |

“Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya tetapi masing-masing
runduk pada hukum acara yang berbeda tidak boleh digabungkan”.

Sehingga berdasarkan alasan tersebut diatas, maka menurut penulis
Pengadilan Agama Jember belum memenuhi rasa keadilan bag para pihak yang
mengajukan perceraian, dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat kurang kuat
untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam putusan perceraian
dengan alasan penganiayaan, karena penganiayaan yang terjadi hanya

penganiayaan ringan.
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BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarakan uraian tersebut diatas, maka dapat di kemukakan kesimpulan

sebagai berikut

1.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perceraian
dengan alasan penganiayaan dalam rumah tangga, berdasarkan ketentuan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan
hukum dan keadilan bagi masyarakat yang beragama Islam. Perceraian antara
suami isteri yang beragama [slam tersebut terdapat beberapa alasan perceraian
yang tercantum dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pt;merintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal
116 Kompilasi Hukum Islam, perceraian tersebut harus diputus didepan
sidang Pengadilan Agama. Masalah perceraian adalah termasuk kewenangan
absolut Pengadilan Agama dibidang Perkawinan Jadi percerman dengan
alasan penganiayaan adalah tetap wewenang Pengadilan Agama yang harus
diperiksa dan diputus didepan persidangan. Sedangkan tindak penganiayaan
merupakan suatu perbuatan pidana, bukan menjadi kewenangan Pengadilan
Agama melainkan kewenangan Pengadilan Umum. Jadi untuk mengajukan
permohonan perceraian dengan alasan penganiayaan maka perlu adanya
Salinan Putusan Hakim Pengadilan Umum vang telah inkracht yang
menyebutkan bahwa benar telah terjadi penganiayaan, dan putusan ini
dijadikan sebagai bukti yang harus diajukan untuk mengajukan cerai gugat
dengan alasan penganiayaan,

Proses pembuktian dalam penganiayaan dalam rumah tangga sebaga alasan
perceraian, perkara ini dapat diperiksa oleh Pengadilan Agama jika sudah
diadakan proses hukum terhadap tindakan penganmiayaan oleh Pengadilan
Umum, karena penganiayaan adalah suatu tindak pidana. Jadi Pengadilan
Agama hanya memutus percerman dengan didasarkan atas alasan

penganiayaan. Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan dalam

40
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pembuktian tindak penganiayaannya, akan tetapi hanya memproses perkara
berdasarkan alat bukti yang telah ditentukan. Adapun alat bukti yang dijadikan
sebagai dasar gugatan perceraian dengan alasan penganiayaan yaitu berupa .

1. Surat keterangan dokter atau Visum et Repertum;

2. Putusan Pengadilan Umum yang telah inkracht,

3. Saksi-saksi.

Berdasarkan alat bukti yang disebutkan diatas, Penggugat hanya
mengajukan alat bukti surat keterangan dokter dan saksi-saksi saja, schingga tanpa
adanya Putusan Pengadilan Umum yang telah inkrach, kurang tepat jika
Pengadilan Agama memutus perkara perceraian tersebut dengan alasan

penganiayaan.

4.2 Saran

1. Seharusnya hakim dalam memutuskan suatu perkara harus lebih jeli memilah
mana vang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan mana yang bukan
merupakan kewenangannya, sehingga dalam memutus perkara benar-benar
memenuhi legal justice (keadilan hukum) dan social justice (keadilan sosial).

2. Hakim dalam Pengadilan Agama hendaklah berhati-hati dan lebih teliti dalam
memeriksa alat bukti vang diajukan oleh para pihak, karena dalam kenyataan
sering kali putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak sesuai dengan alat bukti
serta alasan yang diajukan oleh pihak penggugat dan seyogyanya Pengadilan
Agama tidak memutus perceraian dengan alasan penganiayaan, jika tidak ada
salinan Putusan Pengadilan Umum yang telah inkracht.
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"it, 0/2 105/ g dr

it unn dengea hel Lorsebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
kagenr  hasi darr penelidan ini digunakan untuk melengkapi bahan
penywiunan Skripst ’

Atas bahtuan dan kerissarz vang batk karmi ucapkan terimakasih.

a.l, Dekan

Pemhbantu Dekan [,

=,

Tembusan Kepada !
o Yih Ketun Bagian/lurusan .
o Yang bersangliotan

Foperd taon
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| PUTUSAN
T AL draADE |
o 46 Ll G =8 04 J NOMOR : 2633/ Pdr.G / 2005 / PA_Jr.

Pengadilan Agama di Jember yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama
dalam persidangan Maijelis telah menjatuhkan putusan atas perkara ceral gugat dalam perkara

agama Islam, pekerjaan PNS/Pegawai Puskesmas. terakhir bertempat tinggal di Jalan
Mujair Nomor 2 Puskesmas Sukorambi Desa Sukorambi Kecamatan Sukoramby
Kabupaten Jember | Selanjutnya disebut - PENGGUGAT =
MELAWAN
HARI PURWANTO BIN SOEHARTO, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswastafpcngusa]m ayam potong, terakhir bertempat tinggal di Perum, Bumi Mangli
Permai Blok G-20 Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember
MGy Sekarang berada di Lembaga Pemasyarukatan (LP) Jember : Selanjutnya disebu
@ ﬁﬁﬁm_iMmmm_‘TERGUGAT“
oo A vt oo L
Setelal membaca surat - surat PORKALE 1S < o o pee e oo e v a s s 55 o B et o
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi - saksi dipersaidangan | - . .
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Bugatannya tertanggal 21 November 2005
yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dalam register Nomor - 2633/ Pdi
2005 / PA Jr. telah mengemukakan dalil - dali] yang pada pokoknya sebagai berikut - - . ... __
* Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Jyl 1989, vang dicatatkan
pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara Kodya Magelang dengan Kutipan
Akta Nikah Nomor T722V11/1989 tanggal 10 Jul 1989
*  Bahwa setclah pemikahan antarg Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suamy
stert, terakhir mengambil tempat kediaman bersama dirumah milik bersama Penggugat dan
Tergugat dan dikaruniai 2 orang anak bernama -
& CAESAR AUGUSTA PRATIWI, umur 15 tahun ,
b GALIH JAYA TIRTA, umur 14 tahun (semuanya ikut Penggugat) -

*  Bahwa pada mulanya rumah tangen Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan
tetapi sejak 5 bulan vang lalu, rumah tangga Penggupat dan Tergugat mulai goyah, sering
terpadi perselisihan dan perfengkaran yang disebabkan karena ekonomi, selingkuh dan
rinagn tangan Tergugat sejak resmi diberhentikan oleh Dinas Tergugat telah tidak
membrikan  uang belanja  kepada Penggugal sedangkan Penggugat telah berusaha
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memberikan dorongan kepada Tcrgugat_ agar mencan kerja namun tidak
ditangapinya, Tergugat suka main perempuan sehingga harus diberhentikan dan kemanya
dan apbil diingatkan Tergugat malah marah dengan diseriai pengamayaan, hal ini penvebab
retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat .

« Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama
makin memuncak, akhimya tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan
ijin penggugat dan sckarang berada Lembaga Pemasyarakatan (LP) Jember,

» Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang
sudah 3 bulan, dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi antara
Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya suami ister |

« Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami
penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan | -

¢ Bahwa Penggugat telah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangganya dengan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhimya Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama
membina rumah tangga dengan Tergugat |

.., . Bahwa atas dasar alasan - alasan sebagaimana tersebut dintas, Penggugat mohon kepada

I’_é;ng:p\,_ﬂlﬂnn Agama Jember agar berkenan memenksa perkara ini dan menjatuhkan putusan
SRR DENKIL - << = o o e e e
Primair :
I. Mengabulkan gugatan Penggugat (------cccecrccconrmnecococcnnonecceonne
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dan Tergugat terhadap Penggugat | -------cc-nuun-n--
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaky | -------------
Subsidair :
- Atau mohon putusan yang seadil - adilnya [---cccccccrcrririiicnaaano
Menimbang, bahwa pada han persidangan yang telah ditentukan kedua pthak yang
berperkara hadir menghadap dipersidangan, kemudian Majehs Hakim berusaha mendamaikan
pthak-pihak berperkara, tetapi tidak berhasil |- ---ccccecccicincnncccncnccanccans
Menimbing, bahwa kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakanlah
gugatan Penggugat vang 1sinva tetap dipcrtihanka.n (*eesressscsecc i aa s
Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut tergugat memberikan jawaban secam tertulis
yang pada pokoknya scbagai berikut |
« benar, bahwa Terggat dan Penggugat telah menikah pada tanggal 10 Juli 1989 vang
tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara Kodya Magelang dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor @ 77/22/VII/1989 tanggal 10 Juh 1989 dan dalam menjalam
bahtera rumah tangga dikaruniai 2 (dua) orang anak |
« 2 ormang anak bernama
a. CAESAR AUGUSTA PRATIWI, umur 15 tahun |
b. GALIHJAYA TIRTA, umur 14 tahun ,
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Tidak benar disebutkan ikut Penggugat, yang benar kedua anak tersebut ikut/ berada

dengan Tergugat |

* Tidak benar, Penggugat menyebutkan senng terjadi pertengkaran masalah ekonomi,
memang selama im grafiknya menurun karena gaji Tergugat masih dibending di KASDA
Kabupaten Jember, tetapi Tergugat masih memenuhi kewayibannya ke Penggugat ;

* Tidak benar, 5 (lima) bulan vang lalu disebutkan Penggugat rumah tangga Penggugat dan
Tergugat povah, senng terjadi perselisihan, pertengkaran yang disebabkan oleh ekonomi,
selingkuh dan ningan tangan. Yang benar |

- Perselisihan kecil dalam rumah tangga dikarenakan masalah sepele ;

- Penggugat apabila meminjamkan uang keluarga ke orang lain udak pernah memben

tahu Tergugat ,

- Sclama in1 Tergugat oleh Penggugat mencur/mengambil sepeda motor milik keluarga
vang bekerja sama dengan pencun di perumahan Puskesmas Sukorambi, bukan
dikarenakan perselisihan/pertengkaran  melminkan karena  Tergugat ditahan di
Lembaga Pemsyarakatan Jember |

& ﬂl\ anggal 04 September 2005 Tergugat ijin ke Penggugat meninggalkan rumah
hﬂlm Puskesmas Sukorambi, bukan dikarekan perselisihan/pertengkaran melainkan
kar_qq-l Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan |

Selama Tergugat di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Jember memang tidak mmberi nafkah
secara langsung, tetapi Penggugat meminta ijin untuk menerima uang pengembalian jual
kembali tanah sawah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupizh) pada Tergugat Tergugat
mengijinkan dan menganggap uang tersebut sebagai uang untuk memenuhi kebutuhan
Penggugat selama Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Jember |

Tuduhan Penggugal ke Tergugat tidak benar, masalah pemberhentian dengan hormat tidak
atas permintaan sendin suka main perempuan, selingkuh (PP.10) yang benar pemberhentian
tersebut - dinta dikarenakan masalah absensi tidak masuk dinas, dan selama ini Tergugat
berupaya untuk mengajukan pl:mmhanan Kasasi di Mahkamah Agung R1 (Surat Kasasi
terlampir) |

Selama Tergugat menempati rumah BTN Bumi Mangh Permai Blok G 20 Kelurahan Mangli
Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dan Penggugat menempatt Perumahan Dinas
Puskesmas Sukorambi bukannya pisah ranjang melainkan sudah ada kesepakatan bersama
dan disetujui anak-anak Sebab Perumahan Puskesmas kurang luas dan kamarnya keeil-
kectl untuk ukuran 2 (dua) anak, tetapi Tergugat masth memenuhi kewajiban schagai
seorang suami memben natkah lahir dan batn, perlu diketahui bahwa 2 (dua) rumah milik

bersama tersebut pada saat i dikontrakkan, dan uangnya dipegang oleh Penggugat atas
persetujuan Tergueat |
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» Tidak  benar Penggugat |r1'u=:nr11::f:n4 keterangan kepada Ketua Pengadilan
Agama Jember, sudah 3 (tiga) bulan tidak ada hubungan lagi dengan Tergugat, yang benar
Penggupat masih setia mengunjungi Tergugat dan berkomunikasi secara normal di Rumah
Tahanan lembaga Pemasyarakatan Jember setiap 10 han sekali setelah dinas / tugas malam
di Perawatan Puskesmas Sukorambi sampai dengan tan 23 Desember 2005 ;

« Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jember agar membatalkan
permohonan gugat ceral Penggugat ke Tergugat Nomor Agenda 2633/Pdt GI2005/PA Jr,
tertanggal 21 Nopember 2005 karena alasan-alasan sebagai benkut -
| PRIMAIR

Mengabulkan Tergugat tetap tidak akan menjatuhkan Talak/Menolak permohonan cerai
Penggugat, dikarenakan :
a. Tergugat masih mencintai / menyavang Penggugat dan anak-anak |
b. Tergugat masih menginginkan keutuhan dalam rumah tangganva dengan
penggugal |
¢, Tergugat tdak ingin anak-anaknya menjadi korban atas permintaan/permohonan
gugat cermi Penggugat |
d, Tergugat masih meyakini bahwa perselisihan  dalam rumah tanggn bukannya
diselesaikan dengan perceraian. Hal ini justru menambah masalah baru, vaitu
bencana bagi anak-anak kelak dimasa depannya |
¢ Tergugat masih ingin membina dan memperbaiki kekurangan dalam kehidupan
rumah tangga dengan Penggugnt |
f Kedun anak Tergugat dan Penggugat tidak mengharapkan tenadinya perceraian
antara Tergugat dan Penggugnt |
2, SUBSIDAIR :
Dengan kerendahan hati Tergugat, memohon kepada Majehis Hakim untuk udak
mengabulkan permohonan Penggugat dengan dasar seadil-adilnya demmi keutuhan
keluarga Tergugat dan Penggugat |
Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik
tertanggal 15 Februan 2006 yang isinva telah selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang
perkara im tanggal 21 Februan 2006 kemudian dianggap termasuk pula dan merupakan bagian
vang tak terpisahkan dan putusan im |
Memmbang, bahwa atas rephk Penggugst tersebut, Tergugat mengajukan Duplik
tertangeal 24 Februan 2006 vang isinya telah selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang
perkarn im tanggal 28 Februan 2006 kemudian dianggap termasuk pula dan merupakan bagian

ving tak terpisahkan dan putusan m

Memmbang, bahwa Majelis telah menyatakan bahwa tahap menjawab sudah dianggap
cukup, dan tahap selanjuinya adalah pembuktian ;

Memmbang, bahwa selamutnya Penggugat mengajukan bukti - bukti berupa
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. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 3 T7/22/VI1/1989 tanggal 10 Juli 1989
vang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Apama Kecamatan Magelang Utara, Kodya
Magelang (P.1) ,

. Foto copy Surat Pembentahuan Keputusan Badan Pertimbanpgan Kepegawaian
Nomor: 606/BAPEK/5.1/2003 vang diterbitkan oleh Sekretans Badan Pertimbangan
Kepegawaian (P.2),

Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani olch Hari Purwanto (P.3) ,
Ash Surat dan Puskesmas Sukorambi vang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan
Jember No : 800/048/436.317.23/2004 tanggal 9 Juni 2004 ( P.4) ;

. Ashi Surat Tanda Penenimaan Laporan Nopol : LP/R/06/VIL2005/Polsek tanggal 19
Juli 2005 (P.5);

. Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Nopol : LP/K/15/1X/2005/Polsek tanggal 03
September 2005 (P.6) ;

. Asli Surat Perintah Penghanan Nopol : SPPAM43/IX/2005/RESKRIM, tanggal 4

September 2005 (P.7) |
Kemudian atas bukti-bukti tersebut, Tergugat membenarkannya |
Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Penggugat mengajukan saksi-saksi keluarga

O dm{a,m\u orang dekatmya vang mengaku bernama :

'i‘.[.‘-i‘]hS HERU PURWANTO Bin SUMARMO, umur 48 tahun agama Islam, pekerjaan
Dinas Perkebunan Prop Jatim, alamat Desa Sidodadi Indah 111/12 Taman Sidoarjo dibawah
sumpahnya menerangkan : 1

b

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Terpgugat karena saksi adalah Kakak ipar
Penggugat

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah bersama
selama = 3 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak ;

Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal Kurang
lebih selama | tahun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran saksi tidak tahu persis;
Bahwa saksi selaku keluarga dekat Penggngat sudah berusaha merukunkan Penggugat
dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

MISNI BIN P. SAINO, umur 64 tahun agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, alamat di J1.
Kaca Piring Rt3 RW.5 Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember,
dibawah sumpahnya menerangkan :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangpa
Penggugat dan Tergugat ;
Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
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= Bahwa setelah menikah, Penggugat dﬂnb Tergugat hidup bersama di rumah
bersama selama + 3 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak ;

» Bahwa sekarang antara Penggupat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang
Ichih selama 1 tahun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran |

« Bahwa vang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran saksi tidak tahu persis
hanya saja jika bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat ;

» Bahwa saksi selaku orang dekat Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat
denpgan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil |

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terpugat mengajukan saksi keluarga dan atau

orang dekatmya yang mengaku bernama

1. SIGIT SULISTYO BIN SUKARTO, umur 43 tahun agama Islam, pekerjaan Dinas
Pendidikan, alamat ci J1. Pajajaran [V/101 Jember, dibawah sumpahnya menerangkan

¢ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung
Tergugat |

* Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

+ ' Bahwa sctelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah bersama dan

' Eelah dikaruniai 2 orang anak ;

e Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang
lebih selama 6 tahun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran |

e RBahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran saksi tidak tahu persis;

» Bahwa saksi sclaku keluarga dekat Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat
dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan sanggup umtuk
mengupayakan Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan mehon waktu;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi - saksi tersebut,
Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menenmanya j-------=-------

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap berkeinginan mengajukan
ceral gugat terhadap Tergugat, dan Tergugatpun menyatakan sudah tidak keberatan lag
bercerai dengan Penggugat |

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan tanggapan lagi
dan mohon agar Majelis Hakim berkenan segera menjatuhkan putusannya [--------------

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu vang
berlangsung dipersidangan dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tak terpisahkan
dan putusan i |

TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengpugat adalah sebagaimana terurai
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membenkan nasehat seperlunva kepada

Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil [ ---------

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat - syarat formal perkara,
sehingga Majelis Hakim perfu memberikan pertimbangan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sebelum memenksa pokok perkara teriebth dahulu Majelis
memenksa Identitas Penggugat yang temyata sebagai Pegawail Negen Sipil yang tunduk pada
Peraturan Pemenntah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990,
selanjutnya atas Perintah Majelis Penggugat telah mengajukan surat berupa : Keputusan Bupati
Jember tentang Pembenan [jin Percerman Nomor : X.867/579/436 45/2005 tertanggal 29
Desember 2005, maka berdasar surat tersebut Penggugat sebagai Pegawai Negen Sipil welah
memenuhi syarat administrasi untuk mengajukan gugatan cerai ,

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dinyvatakan tertutup untuk umum, kemudian
dibacakan surat gugatan Penggugat, terhadapat pgugaatan Pengpugat terscbut, Tergugat
membernikan jawaban sebagaimana telah teruran diatas |

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat menyertakan
" bukti - bukti sebagaimana terurai diatas vang olch Majelis Hakim telah diperiksa dan temyata
dﬁp;t-hllenmn sebagai alat bukti vangsah [ -------ccccccccmmemm e e

e Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan
keluarga dan atau orang dekatnya scbagaimana telah terurai diatas |
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti sebagmimana telah terurai diatas,
dihubungkan dengan keterangan Penggugat serta ’k}.t:mngnn saksi - saksi, ternyata antara satu
dengan yang lain saling bersesuaian, dan Majelis Hakim dapat menemukan fakia - fakta hukum
dipersidangan yang pada pokoknya adalah - --ccccceea st
= Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami 1sten sah dan telah dikaruniu 2 orang anak |
* [Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan mengambil tempat
kediaman bersama terakhir dirumah orang tua Penggugat, akan tetapi sejak | tahun yang lalu
antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, tergugat pergi meninggalkan
penggugat, keduanya sudah tidak ada ikatan lahir bathun sebaga suamu isten dan udak
pernah saling berkunjung ,

= Bahwa, perpisahan tersebut bermula dan tenadi perselisthan dan pertengkaran antar
Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena tergugat jika bertengkar suka memukul
Penggugat |

« Bahwa diluar persidangan para sakst tclah membenarkan ussha perdamaan kepada
penggugat dan tergupat akan tetapi tidak berhasil dan keduanva sudah sulit untuk
dirukunkan kembali ;

+ DBahwa berdasarkan bukti P. 6 dimana Penggugat telah melaporkan kepada  Kepolisian
tentang terjadinva pengamayaan dalam keluarga dan bukti P.7 tentang Surat Penintah
Penahanan dan juga pengakuan Tergugat dalam jawabannva * ... hanya menablek pundak
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dan pipi Penggugat yang oleh Pengguigaty Urdianggip S sebapdi ringan  tangan atay

penganiayaan... , berdasar hal tersebut terbukti bahwa Tergugat  telah melakukan
kekejaman atay penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
Memimbang, bahwa berdasarkan hal - hal diatas Majelis Hakim menjadi patut menilaj
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa, sebagai akibat
sening tenadinya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, rumah langganya tidak ada
keharmonisan dan amat sulit dipertahankan untuk mencapai tujuan perkawinan schagaimana
mestinya, sehingga telah terbukti tidak melawan hak dan cukup alasan bag Penggugat untuk
bercerai berdasarkan pasal 39 avat (2) Nomor | wahun 1974 Jo pasal 19 huruf (d dan {) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo, Pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam (Vide
Yurisprudensi MA Nomor - 38 K/AG/1990)
Menimbang, bahwa dengan telah dapat dibuktikannya telah adanya alasan perceraian,
maka alasan keberatan tergugat dikesampingkan :
Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat alasan perceraian, maka sesuai pula

dengan pasal 39 ayat (2) Undang - undang Nomor | tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat
""'pglh}.mnyhulkm Bugatan Penggugat dan akan dinyatakan dalam amar putusan inj |

Memimbang, bahwa memperhatikan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Penﬁadilan Agama Jember menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera
Pengadilan Agama Jember untuk menginmkan salinan putusan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat
kediaman Penggugat dan Tergugat  sena Peg;;mi Pencatat Nikah di tempat perkawinan
Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daflar yang disediakan untuk ity :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 avat (1) Undang - undang Nomor 7 tahun
1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;- ----o..________

Mengingat, Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang -
undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkaraini : - - - - .. ... _

MENGADILI

. Mengabulkan gugatan Penggugat -

2. Memjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat (HARI PURWANTO BIN SOEHARTO)
terhadap Penggugat (PAMUNGKAS INDRIYATI BINTI SAMS} DARMO
SUMITRO);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jember untuk menginmkan salinan putusan in
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang
wilayahnya meliputi tempat tungeal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatar Nikah
di tempat perkawinan Pengpugnt dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dieatatl
dalam daftar vang disediakan untuk ity -

4. Membebankan biava perkara im kepada Penggugat yang hingga kini dihiteng sebesar
Rp.267.000 - (Dua ratus enam puluh wjuh ribu rupiah) ;

e
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Demikian keputusan “mi dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2006 |

Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1427 Hijrivah, oleh kami Drs.H.SUDIRMAN
S,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. KHOIRIYAH SYARQOWI dan Drs.
ARFAN MUHAMMAD, SH. MH. inasing - masing scbagai Hukim Anggota Majelis . putusan
mana pada han itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinvatakan terbuka untuk umum
oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh PHILLIEN SOPHIA, SH. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat |

Hakim Anggota : Hakim Ketua,
T Tdd.
Dra. Hj. KHOIRIVAH SYARQOW] Drs. H. SUDIRMAN S, Sl
A AN Ted.
- I .\v'f\'\
' n;%(";mgtn MUHAMMAD.SH.MH. Panitera Pengganti,
TEd.

PHILLIEN SOPHIA, SH..

Rincian biaya perkara :

. Administrasi Rp  50.000- )
2. APP Rp  75.000,-

3. Kepaniteraan Rp  26.000,-

4. Materai Rp 6.000 -

5. Panggilan Rp 110.000,- + arie

Jumlah Rp 267.000-
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